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Abstract 
The purpose of this study was to determine the condition of the public service, the level of public 
satisfaction, and the quality of service, as well as the level of performance that can be used for 
the basis of policy making in improving public services in Jember District. The study was carried 
out based on the crisis of public trust in the quality of public services nationwide. Location of the 
Public Satisfaction Index survey (PSI) is the Department of Population and Civil Registration of 
Jember that is composed of two types of services; namely the field of population and civil 
registration. Determination of the number of samples and research instruments was made based 
on the decree of Minister for Administrative Reform: Kep/25/M.PAN/2/2004 on the General 
Guidelines for Preparation of Public Satisfaction Index Services Unit of Government Agencies. 
The research sample for one type of service has been determined that generated a total of 150 
respondents and there were 14 elements of the public service used as research instrument. The 
data were analyzed with descriptive statistical to find the value of PSI, Public Expectations Index 
(PEI), and the achievement of performance which is the ratio of PSI to PEI and then mapped 
through Importance Performance Analysis.Results showed that the overall performance of the 
Department of Population and Civil Registration was good. This is indicated by the PSI scores 
based on community assessment with values range from 2.51 to 3.25 with the value of the 
conversion interval from 62.51 to 81.25 and it is classified as having B. This means that the 
performance of Service Unit can be said GOOD. However, there are some elements that still 
need attention, associated with environmental comfort, the element of certainty schedule of 
service, and the discipline of service personnel. Under these conditions, there should be a system 
of incentives-disincentives that could motivate the personnel to provide better services to the 
public. 
Keywords: confidence crisis, public services, satisfaction, Jember 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pelayanan publik, mengetahui tingkat 
kepuasan masyarakat, dan menentukan mutu pelayanan, serta tingkat kinerja sehingga menjadi 

mailto:barokah.fe@unej.ac.id
mailto:reginanikenw@gmail.com
mailto:sukmawulan78@gmail.com


dasar pembuatan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Jember. Hal ini 
dilandasi terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik secara 
nasional. Lokasi survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang terdiri dari dua jenis pelayanan; yaitu bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil. Penentuan jumlah sampel dan instrumen penelitian dibuat 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan Instansi Pemerintah. Sampel penelitian untuk satu jenis pelayanan telah ditetapkan 
berjumlah 150 orang  responden dan intrumen penelitian yang digunakan adalah terdiri dari 14 
unsur pelayanan publik. Analisa data dilakukan dengan metode statistik deskriptif untuk mencari 
nilai IKM, IHM, dan capaian kinerja yang merupakan rasio IKM terhadap IHM dan kemudian 
dipetakan melalui Importance Performance Analysis. Hasil Penelitian menunjukan secara 
kesuluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan IKM berdasarkan penilaian masyarakat yang bernilai antara 2,51 – 3,25 
dengan nilai interval konversi 62,51 – 81,25 atau bernilai mutu B sehingga Kinerja Unit 
Pelayanan dapat dikatakan BAIK. Namun demikian,  terdapat beberapa unsur yang masih perlu 
mendapatkan perhatian yaitu terkait dengan kenyamanan lingkungan, unsur kepastian jadwal 
pelayanan dan kedisiplinan petugas pelayanan. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan 
sistem insentif disinsentif yang dapat memotivasi petugas dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan lebih baik. 
Kata kunci: Krisis kepercayaan, layanan publik, kepuasan, Jember. 

 

 

Pendahuluan 

Kajian terkait dengan kepuasan pelanggan sudah banyak dilakukan oleh sebagian 

perusahaan sebagai produsen maupun perusahaan penyedia jasa layanan. Kepuasan konsumen 

sangat penting dikaji bukan hanya sebagai tujuan akhir perusahaan melainkan lebih kepada fokus 

untuk perbaikan kinerja internal perusahaan (Rangkuti, 2002; Tjiptono, 1997; Tjiptono, 2005). 

Berbeda dengan kajian pada umumnya, kajian  ini yang menilai kepuasan dimana masyarakat 

sebagai konsumen dan pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam hal ini yang bertindak 

sebagai produsen. Kepuasan masyarakat merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja yang dirasakan saat ini dengan harapan masyarakat. Realitanya masih 

banyak terjadi ketidakpuasan masyarakat yang ditandai dengan berbagai keluhan melalui media 

masa. 

Keluhan masyarakat terhadap berbagai layanan ini menjadi salah satu indikasi penyebab 

terjadinya krisis kepercayaan, sehingga dampak dari sebuah krisis adalah keselamatan manusia 

dan reputasi, baik reputasi perusahaan maupun reputasi pemimpin, dalam hal ini penyedia 

layanan. Penyedia layanan dalam kajian ini adalah penyedia layanan publik dimana seringkali 

terdapat keluhan dari penggunanya. Laporan pengaduan ketidakpuasan layanan publik yang 



dilayangkan kepada Ombudsman pada Tahun 2013 adalah 43,8 % (www.pikiranrakyat.com, 

2014), dimana instansi yang banyak menuai aduan masyarakat adalah layanan yang diberikan 

pemerintah daerah. Tiga pemerintah daerah yang mendapatkan aduan tertinggi adalah 

pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara (www.republika.co.id, 2014). 

Hal ini menjadi sinyal yang menandakan bahwa masyarakat sebagai konsumen sudah mulai 

peduli terhadap hak-haknya dalam mendapatkan layanan publik yang prima. Kondisi ini 

merupakan sinyal-sinyal yang menyebabkan sebuah krisis jika tidak ditangani dengan baik. 

Krisis tidak semata-mata terjadi karena sebuah bencana, namun sinyal yang membuat 

organisasi/lembaga harus mengambil keputusan tertentu untuk menentukan arah tujuan 

merupakan sebuah krisis (Kasali, 2009). Krisis kepercayaan terhadap layanan public yang 

dirasakan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lembaga penyedia layanan dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakat.  Oleh karena itu indeks kepuasan masyarakat (IKM) masih 

harus terus ditingkatkan agar supaya memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh 

masyarakat. 

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak 

dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal 

ini dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pemberian 

pelayanan terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah 

dituntut untuk lebih profesional, dengan tidak meninggalkan unsur sosial didalam pelayanannya. 

Mengingat salah satu fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu 

terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, dimana pelayanan publik merupakan pilar 

dasar penyelenggaraan pemerintah berbasis kerakyatan. 

Propinsi Jawa Timur selama periode Januari hingga September 2014 telah mendapatkan 

530 pengaduan kepada KPP terkait dengan pelayanan publik (www. jatimprov.go.id, 2014). 

Jumlah pengaduan terbanyak diantaranya adalah pemkot Surabaya, pemda Probolinggo, Tuban, 

Sidoarjo, Kediri, Nganjuk, dan Banyuwangi. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 

tidak termasuk didalamnya, namun masih terdapat beberapa keluhan masyarakat terkait layanan 

publik seperti misalnya layanan kesehatan, (www.rri.co.id, 2014) dan layanan pendidikan 

(http://tekno.kompas.com/, 2014). 

Pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi pelayananya sebagai penyedia layanan 

publik dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan perubahan global, berusaha untuk 

http://www.republika.co.id/
http://www.rri.co.id/
http://tekno.kompas.com/


mewujudkan pelayanan yang baik (good service) kepada masyarakat. Perwujudan pelayanan 

yang baik (good service), profesional, berdaya guna, produktif, dan transparan maka perlu 

melakukan evaluasi dalam bentuk pemantauan terhadap tingkat kepuasan masyarakat secara 

periodik dan konsisten. Tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan ukuran kepuasan 

masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyenggara pelayanan publik 

berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten 

Jember melalui dinas/instansi penyedia layanan publik berusaha untuk mewujudkan pelayanan 

prima (excelence service) kepada masyarakat.  

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara (MENPAN) bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: 81 Tahun 1995 dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik.  

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor: 81 Tahun 1995 

menyebutkan bahwa Layanan Prima adalah layanan yang memberikan kepuasan pelanggan. 

Serangkaian akuntabilitas layanan publik lainnya juga dituangkan dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.  Propinsi Jawa 

Timur telah mengatur terkait dengan hal tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 

2005 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan ini dibuat dalam rangka merespon tuntutan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat. Oleh karena itu 

pengukuran secara periodik terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing 

satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) adalah jawaban yang tepat untuk mengevaluasi sejauh 

mana institusi tersebut dalam memberikan pelayanan prima secara langsung kepada masyarakat. 

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dalam upaya untuk mengetahui kondisi 

pelayanan publik, mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, dan menentukan mutu pelayanan, 

serta tingkat kinerja masing-masing unit kerja. Disamping itu, untuk mengetahui aspirasi 

masyarakat pengguna pelayanan publik pada setiap unit kerja yang diteliti, serta mengetahui 

kesesuaian antara tingkat kepuasan dan kepentingan masyarakat terhadap pelayanan publik 

(Rezha, Rochmah, dan Siswidiyanto, 2013) sehingga dapat dianalisis lebih lanjut alternatif 

kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Jember.  

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit 

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam meningkatkan 



kualitas pelayanan publik, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara 

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik 

selanjutnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) mendapatkan gambaran yang jelas dan aktual 

mengenai pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember sehingga dapat diidentifikasi kelemahan kelemahan yang melekat dalam pelayanan, (2) 

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara obyektif terhadap pelayanan yang diberikan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga dapat ditemukan dan 

dirumuskan langkah perbaikan yang dapat dilakukan guna peningkatan pelayanan yang 

diberikan, dan (3) mengetahui sejauhmana indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang 

diterima sebagai umpan balik Pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penataan 

sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan. Dengan demikian pelayanan yang diberikan akan 

lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan ruang lingkup kegiatan 

pelaksanaan penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan di dinas pelayanan 

publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang terdiri dari 2 

(dua) jenis pelayanan,  yaitu: layanan pencatatan sipil dan layanan kependudukan. 

 

Kajian Teori 

1. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah 

memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa 

berkualitas dengan harga bersaing. Dengan demikian kekuatan tawar menawar konsumen 

semakin besar, terutama aspek keamanan dalam pemakaian barang atau jasa tertentu. Kini mulai 

banyak muncul aktivitas-aktivitas kaum konsumeris yang memperjuangkan hak konsumen, etika 

bisnis, serta kesadaran dan kecintaan akan lingkungan.  

Secara umum, kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.Akan tetapi 

berdasarkan hasil kajian penelitian-penelitian terdahulu, konsep kepuasan pelanggan lebih 

banyak mengacu pada disconfirmation paradigm (Oliver, 1997). Berdasarkan paradigma 

tersebut, kepuasan pelanggan dirumuskan sebagai hasil evaluasi pasca pembelian atau 

penggunaan layanan dimana persepsi terhadap kinerja produk/jasa memenuhi atau melebihi 

harapan sebelum pembelian/penggunaan layanan. Apabila persepsi atas kinerja tidak mampu 



memenuhi atau kurang dari yang diharapkan maka yang terjadi adalah ketidakpuasan pelanggan 

(Rangkuti, 2002; Tjiptono, 1997; Tjiptono, 2005).. 

2. Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia 

Tinjauan  terhadap  reformasi  pelayanan  publik    paling  tidak  mencakup  reformasi    

kebijakan  pelayanan, reformasi  kelembagaan  pelayanan,  reformasi birokrasi  pelayanan 

publik, dan reformasi  proses pelayanan publik (Darwin, 1994). Reformasi  birokrasi   adalah 

“upaya untuk mengubah atau memperbaiki kondisi/keadaan suatu  tatanan  pemerintahan  

sehingga  pelaksanaan  urusan  pemerintahan menjadi  lebih  baik. Sedangkan  reformasi 

pelayanan publik  adalah perbaikan integral pelayanan publik yang antara lain meliputi perbaikan 

kebijakan, sumber daya manusia (SDM), struktur, dan prosesnya. Reformasi pelayanan  publik di  

Indonesia  secara masif  sejatinya  telah dilaksanakan  sejak  tahun 1998, yaitu sejalan dengan  

tuntutan  reformasi  penyelenggaraan pemerintahan negara  secara menyeluruh di  segala  bidang  

kehidupan  masyarakat  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  

Upaya nyata dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di samping perbaikan  

kebijakan,  penyempurnaan  kelembagaan  dan  proses  pelayanan publik,  adalah  juga  

reformasi terhadap  SDM  (Gomes, dan Cardoso, 1995) pelayanan  publik  itu  sendiri.  Beberapa 

hal yang perlu didorong agar terjadi perubahan dalam SDM pelayanan publik  antara lain  

menyangkut: (1) adanya perubahan mindset;  (2) adanya perubahan sikap  mental;  dan (3)  

adanya perubahan etika pada SDM pelayanan publik.   

Perubahan mindset harus dimulai dari penyadaran secara mendalam terhadap SDM 

pelayanan publik, bahwa pelayanan adalah merupakan tanggung jawab  negara,  maka  artinya  

pelayanan  publik  yang  baik  merupakan  hak masyarakat  untuk  medapatkannya. Sebaliknya 

merupakan  kewajiban  negara untuk  memenuhi  pelayanan  publik  yang  baik,  terlepas  dari  

siapapun  yang duduk dalam pemerintahan, mengingat pelayanan publik yang baik merupakan 

perwujudan  dari adanya kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum  dalam pembukaan UUD  

1945.  Lebih  jauh,  karena merupakan  hak masyarakat maka pelayanan publik tidak boleh 

bersifat diskriminatif yaitu meniadakan perbedaan suku,  agama,  status  sosial,  dan  sebagainya.  

Tidak  ada  alasan  yang  kuat  bagi aparat  pelayanan  publik  untuk  bersikap  tidak  baik  

berupa menunda-nunda pelayanan  (undue  delay),  tidak  ada  kejelasan,  tidak  ada  kepastian,  

tidak bertanggung jawab dan diskriminatif.  



Terkait dengan  sikap mental SDM pelayanan, yaitu bahwa  sikap mental dan perilaku  

tidak  bisa  serta merta diciptakan dalam waktu  yang  singkat dan instan, sehingga perlu 

dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki secara terus menerus dan  berkelanjutan  sehingga  

sikap mental seperti  itu diharapkan  akan menjadi perilaku hidup  sehari-hari  tidak hanya 

selama bekerja di kantor  tetapi juga dalam kehidupan di masyarakat.  

Selanjutnya pemberian pelayanan harus didukung juga dengan etika pelayanan  yang  

secara  konsisten  ditaati  oleh  setiap  pegawai.  Etika  diperlukan dalam  kaitan  dengan  apa  

yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  dilarang  untuk dilakukan  oleh  setiap  pegawai  dalam  

berbagai  situasi  sehubungan  dengan pemberian pelayanan. Oleh  karena  itu   pengembangan  

etika  dalam  kegiatan pelayanan  masih  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  profesionalisme  

SDM pelayanan. 

3. Penilaian Kinerja Organisasi Publik 

Penilaian kinerja apatur pemerintah dapat dilakukan secara eksternal yaitu melalui respon 

kepuasan masyarakat. Pemerintah menyusun alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan publik 

secara eksternal melalui Keputusan MENPAN Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004. Berdasarkan 

Keputusan tersebut tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi, 

yaitu : Prosedur pelayanan, Persyaratan pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, Kedisiplinan 

petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, 

Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, 

Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian jadwal pelayanan, 

Kenyamanan lingkungan, dan Keamanan pelayanan. Berdasarkan pada uraian di atas, 

pengukuran kinerja organisasi publik dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. 

Penilaian secara internal adalah mengetahui apakah proses pencapaian tujuan sudah sesuai 

dengan rencana apabila dilihat dari segi proses dan waktu, sedangkan penilaian ke luar 

(eksternal) dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi.  

 

Metode 

1. Lokasi  



 Lokasi survey Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan; yaitu bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil.  

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Jember yang sedang 

mendapatkan layanan pada unit-unit pelayanan. Sedangkan sampel untuk 1 (satu) jenis 

pelayanan telah ditetapkan berjumlah 150 (seratus lima puluh) responden berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004.  Sampel dipilih 

secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. 

Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 

orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah 

responden, atau (14 +1) x 10 = 150 responden. 

3. Pengumpulan Data 

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 150 orang atau responden 

untuk satu jenis pelayanan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan pada 

masyarakat pengguna layanan pada masing-masing unit pelayanan, dan pengisian dilakukan oleh 

responden dengan bantuan petugas cacah tanpa intervensi. Kuesioner yang diberikan pada 

responden terdiri dari beberapa unsur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN 

Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, 

valid, dan reliable sebagai unsur minimal, yaitu: 

Unsur Pelayanan (U1-U14) 
1. Prosedur pelayanan 
2. Persyaratan pelayanan  
3. Kejelasan petugas pelayanan  
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan 
6. Kemampuan petugas pelayanan 
7. Kecepatan pelayanan 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan  
9. Kesopanan dan keramahan petugas 
10. Kewajaran biaya pelayanan 
11. Kepastian biaya pelayanan 
12. Kepastian jadual pelayanan  
13. Kenyamanan lingkungan 
14. Keamanan lingkungan. 

 

4. Metode Pengolahan Data 

a. Menghitung Nilai IKM 

Data data dari kuesioner yang terkumpul dimasukkan dalam komputer untuk dilakukan analisa. 

Analisa dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 



Masyarakat. 

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan Nilai Rata-Rata Tertimbang untuk masing-masing unsur 

pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan 

memiliki penimbang yang sama. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan 

pendekatan nilai rata-rata tertimbang, dengan rumus sebagai berikut. 

  Penimbang Nilai X
 terisiyangunsur  Total

per Unsur   Persepsi nilai dari Total
IKM 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 –100 maka hasil 

penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25. 

Tabel 1 
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit 

Pelayanan 
Nilai 

Persepsi 
Nilai Interval 

IKM 
Nilai Interval 

Konversi 
Mutu 

Pelayanan 
Kinerja Unit Pelayanan 

1 1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 D Tidak baik 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik 

Sumber: Keputusan Menpan Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004. 

 

b. Importance Performance Analysis 

Analisis kuadran atau Importance Performance Analysis (IPA) adalah sebuah teknik 

analisis deskriptif. Importance Performance Analysis adalah suatu teknik analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus ditunjukkan oleh 

suatu organisasi dalam memenuhi kepuasan para pengguna jasa mereka (konsumen). Awalnya, 

metode ini untuk digunakan dalam bidang riset pemasaran dan perilaku konsumen, kendati 

demikian, pada perkembangan selanjutnya, kini penggunaannya telah meluas pada riset-riset 

pelayanan rumah sakit, pariwisata, sekolah, bahkan hingga analisis atas kinerja birokrasi publik 

(pemerintahan).  

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Analisis Data 

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 



Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terhadap 2 (dua) 

unit pelayanan masyarakat yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember yaitu; unit pelayanan kependudukan dan unit pelayanan pencatatan sipil. 

Berdasarkan hasil survey memperlihatkan total data yang masuk berjumlah 300responden dari 

ke-2 unit kerja tersebut. Artinya dari data yang direncanakan sudah sesuai, yaitu masing-masing 

150 responden untuk tiap unit pelayanan. 

1.  Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Harapan Masyarakat 

Hasil perhitungan berdasarkan Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, diperlihatkan 

pada Tabel 2. Tabel tersebut menunjukkan ada perbedaan yang signifikan tingkat/indeks 

kepuasan yang diterima oleh masyarakat. Dari ke-14 indikator, nilai terkecil bidang 

kependudukan adalah terletak pada dua unsur yang meliputi U12 yaitu kapastian jadwal 

pelayanan, dan juga terletak pada U13 yaitu kenyamanan lingkungan. Nilai terbesar dari ke-14 

unsur layanan bidang kependudukan terletak pada U1 yaitu prosedur pelayanan. Sedangkan 

indikator dengan nilai tertinggi pada bidang catatan sipil terdapat pada U11 yaitu pada kepastian 

biaya pelayanan. Namun nilai terkecil bidang catatan sipil terletak pada indikator U13 yaitu 

kenyamanan lingkungan.  

Apabila dikonversikan maka akan dapat diperoleh indeks kepuasan masyarakat masing-

masing unsur dari nilai interval. Untuk unit pelayanan kependudukan, semua unsur yang 

memiliki nilai konversi antara 62,51 - 81,25. Dengan demikian, semua unsur pelayanan pada 

bidang kependudukan dapat dikatakan bahwa mutu pelayanannya bernilai B dengan kinerja unit 

pelayanan yang  B A I K. Unsur pelayanan pada bidang catatan sipil, jika dikonversikan berada 

pada interval nilai antara 62,51 - 81,25, kecuali untuk unsur 11. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

mutu pelayanannya bidang catatan sipil bernilai B dengan kinerja unit pelayanan yang B A I K. 

U11 yaitu kepastian biaya pelayanan pada bidang pencatatan sipil memiliki nilai konversi 81,67, 

sehingga hal ini menempatkan U11 berada padamutu pelayanan bernilai A dengan kinerja unit 

pelayanan yang S A N G A T   B A I K. 

Tabel 2 
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencacatan 

Sipil Tahun 2014 

No UNSUR PELAYANAN 
KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL 

NILAI  KONVERSI NILAI  KONVERSI 

1 Prosedur pelayanan 3.23 80.83 3.08 77.00 



2 Persyaratan pelayanan 3.09 77.33 3.07 76.67 

3 Kejelasan petugas pelayanan 3.04 76.00 2.95 73.67 

4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2.98 74.50 2.85 71.33 

5 Tanggungjawab petugas pelayanan 2.97 74.33 2.97 74.17 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3.01 75.33 3.04 76.00 

7 Kecapatan pelayanan 2.89 72.17 2.92 73.00 

8 Keadilan mendapatkan pelayanan 2.99 74.83 3.01 75.17 

9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.17 79.33 3.06 76.50 

10 Kewajaran biaya pelayanan 3.07 76.67 3.09 77.33 

11 Kepastian biaya pelayanan 3.07 76.83 3.27 81.67 

12 Kepastian jadwal pelayanan 2.88 72.00 2.84 71.00 

13 Kenyamanan lingkungan 2.88 72.00 2.83 70.83 

14 Keamanan pelayanan 3.20 80.00 3.16 79.00 
Sumber: Diolah, Data Primer Tahun 2014. 

Berdasarkan hasil survey pada 2 unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, didapat indeks harapan masyarakat seperti pada Tabel 3. 

Dari ke-14 indikator nilai terkecil harapan masyarakat pada 2 (dua) unit pelayanan adalah U12 

(kewajaran biayapelayanan) pada unit pelayanan bidang kependudukan dengan nilai sebesar  

3,52 atau 88,00. Sedangkan pada unit pelayanan pencatatan sipil pada indikator U9(Kesopanan 

dan keramahan petugas) dengan nilai sebesar 3,37 atau 84,33. Secara keseluruhan, dapat 

disimpulkan bahwa harapan masyarakat pada kedua unit pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (baik bidang kependudukan maupun bidang pencatatan sipil) 

masyarakat memiliki harapan pelayanan mutu bernilai A dengan kinerja unit pelayanan              

S A N G A T   B A I K. 

Tabel 3 
Hasil Perhitungan Indeks Harapan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencacatan 

Sipil Tahun 2014 

No UNSUR PELAYANAN 
KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL 

NILAI  KONVERSI NILAI  KONVERSI 

1 Prosedur pelayanan 3.72 93.00 3.61 90.33 

2 Persyaratan pelayanan 3.58 89.50 3.51 87.83 

3 Kejelasan petugas pelayanan 3.61 90.17 3.52 88.00 

4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3.71 92.67 3.40 85.00 

5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3.58 89.50 3.51 87.67 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3.53 88.17 3.61 90.33 

7 Kecapatan pelayanan 3.50 87.50 3.43 85.83 

8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.46 86.50 3.47 86.67 



9 Kesopanan & keramahan petugas 3.58 89.50 3.37 84.33 

10 Kewajaran biaya pelayanan 3.52 88.00 3.41 85.17 

11 Kepastian biaya pelayanan 3.63 90.67 3.87 96.83 

12 Kepastian jadwal pelayanan 3.57 89.17 3.85 96.17 

13 Kenyamanan lingkungan 3.69 92.33 3.62 90.50 

14 Keamanan pelayanan 3.60 90.00 3.60 90.00 
Sumber: Diolah, Data Primer Tahun 2014. 

2.  Perbandingan Indeks Kepuasan dan Harapan Masyarakat 

Nilai IKM yang diperoleh didasarkan pada persepsi responden dalam menilai suatu unit 

pelayanan.Hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat (IKM) diperoleh bahwa IKM bidang 

kependudukan lebih tinggi dibandingkan dengan bidang catatan sipil, dimana bidang 

kependudukan memperoleh 75,87 sedangkan catatan sipil memperoleh 75,24. Dengan demikian, 

kedua unit pelayanan tersebut pada interval nilai konversi 62,51-81,25 sehingga memiliki nilai 

mutu pelayanan B atau kategori kinerja unit pelayanan yang BAIK.  

Selain dengan nilai IKM dan IHM untuk mengetahui kinerja unit pelayanan, cara lain 

dengan cara membandingkan antara IKM dengan IHM. Rasio tertinggi menunjukkan nilai 

capaian kinerja yang lebih baik (selain nilai IKM itu sendiri), dan sebaliknya apabila nilai rasio 

rendah maka nilai capaian kinerja belum dapat dikatakan optimal. Berdasarkan nilai rasio 

tersebut, capaian unit pelayanan bidang kependudukan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan 

capaian unit pelayanan bidang pencatatan sipil, dimana capaian unit pelayanan kependudukan 

dengan nilai 84,54 persen, dan unit pelayanan pencatatan sipil dengan nilai 8,74 persen. Dari 

hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja bidang catatan sipilrelatif sedikit lebih 

baik dibandingkan dengan kinerja bidang kependudukanpada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada Tahun 2014. Namun secara penilaian kedua unit 

pelayanan tersebut termasuk dalam penilaian kinerja B A I K (Nilai B). 

Tabel 4 
Perbandingan Indeks Kepuasan dan Indeks Harapan Masyarakat Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

No 
UNSUR 

PELAYANAN 
KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL 

IKM IHM RASIO (%) IKM IHM RASIO (%) 

1 U1 80.83 93.00 86.92 77.00 90.33 85.24 

2 U2 77.33 89.50 86.41 76.67 87.83 87.29 

3 U3 76.00 90.17 84.29 73.67 88.00 83.71 

4 U4 74.50 92.67 80.40 71.33 85.00 83.92 

5 U5 74.33 89.50 83.05 74.17 87.67 84.60 



6 U6 75.33 88.17 85.44 76.00 90.33 84.13 

7 U7 72.17 87.50 82.48 73.00 85.83 85.05 

8 U8 74.83 86.50 86.51 75.17 86.67 86.73 

9 U9 79.33 89.50 88.64 76.50 84.33 90.71 

10 U10 76.67 88.00 87.12 77.33 85.17 90.80 

11 U11 76.83 90.67 84.74 81.67 96.83 84.34 

12 U12 72.00 89.17 80.75 71.00 96.17 73.83 

13 U13 72.00 92.33 77.98 70.83 90.50 78.27 

14 U14 80.00 90.00 88.89 79.00 90.00 87.78 

RERATA 75.87 89.76 84.54 75.24 88.90 84.74 

Sumber: Diolah, Data Primer Tahun 2014. 

 

3. Analisis Importance Performance Matrix 

Hasil Pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember antara lain: 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan unit pelayanan Kabupaten Jember. 

2. Indeks Harapan Masyarakat (IHM), yaitu nilai yang menunjukkan tingkat harapan 

masyarakat terhadap pelayanan yang harus diberikan oleh unit pelayanan Kabupaten 

Jember.  

Konsep yang dipakai untuk mengetahui dimana tingkat harapan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diterima Konsep Importance dan Performance Matrix (service quality). Konsep 

tersebut menunjukkan berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, kita dapat merumuskan 

tingkat kepentingan pelanggan yang paling dominan. Diharapkan kita juga dapat menangkap 

persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat. Berdasarkan 

hasil perhitungan diagram Importance Performance Matrix pada pelayanan Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh hasil: 

Gambar 1 
Diagram Importance Performance Bidang Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sumber: Diolah, Data primer Tahun 2014. 

Berdasarkan Gambar 1 diatas, diperoleh pola kondisi pelayanan kependudukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu: pada kuadran I, terdapat 2 (dua) unsur pelayanan 

yaitu: kenyamanan lingkungan (U13), dan kedisiplinan petugas pelayanan (U4). Kuadran II, 

terdapat 4(empat) unsur pelayanan, yaitu: prosedur pelayanan (U1), Kejelasan petugas pelayanan 

(U3), kepastian biaya pelayanan (U11), dan keamanan pelayanan (U14). Pada kuadran III, 

terdapat 5 (lima) unsur pelayanan, yaitu: tanggungjawab petugas pelayanan (U5), kemampuan 

petugas pelayanan (U6), kecepatan pelayanan(U7), Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), dan 

kepastian jadual pelayanan(U12). Sedangkan pada kuadran IV, terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan, 

yaitu:persyaratan pelayanan (U2),kesopanan dan keramahan petugas (U9), dan kewajaran biaya 

pelayanan (U10). 

Berdasarkan hasil perhitungan diagram Importance Performance Matrix pada pelayanan 

Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh hasil sebagai berikut. 

Gambar 2 
Diagram Importance Performance Bidang Catatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Diolah, Data primer Tahun 2014. 



Berdasarkan Gambar 2 diatas, diperoleh pola kondisi pelayanan catatan sipil Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu: pada kuadran I, terdapat 2 (dua) unsur pelayanan 

yaitu: kepastian jadual pelayanan (U12), dan kenyamanan lingkungan (U13). Kuadran II, 

terdapat 4 (empat) unsur pelayanan, yaitu: prosedur pelayanan (U1), kemampuan petugas 

pelayanan (U6), kepastian biaya pelayanan (U11), dan keamanan pelayanan (U14).  Kuadran III, 

terdapat 5 (lima) unsur pelayanan, yaitu: Kejelasan petugas pelayanan (U3), kedisiplinan petugas 

pelayanan (U4), tanggungjawab petugas pelayanan (U5), kecepatan pelayanan (U7), 

danKeadilan mendapatkan pelayanan (U8). Sedangkan pada kuadran IV, terdapat 3 (tiga) unsur 

pelayanan, yaitu: persyaratan pelayanan (U2), kesopanan dan keramahan petugas (U9), dan 

kewajaran biaya pelayanan (U10). 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

1.  Kesimpulan  

1. Untuk unit pelayanan kependudukan, semua unsur yang memiliki nilai konversi antara 

62,51-81,25. Dengan demikian, semua unsur pelayanan pada bidang kependudukan dapat 

dikatakan bahwa mutu pelayanannya bernilai B dengan kinerja unit pelayanan yang BAIK. 

Unsur pelayanan pada bidang catatan sipil, jika dikonversikan berada pada interval nilai 

antara 62,51-81,25, kecuali untuk unsur 11. Hasil ini mengindikasikan bahwa mutu 

pelayanannya bidang catatan sipil bernilai B dengan kinerja unit pelayanan yang BAIK.  

2. Hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat (IKM) diperoleh bahwa IKM bidang 

kependudukan lebih tinggi dibandingkan dengan bidang catatan sipil, dimana bidang 

kependudukan memperoleh 75,87 sedangkan catatan sipil memperoleh 75,24. Dengan 

demikian, kedua unit pelayanan tersebut pada interval nilai konversi 62, 51-81, 25 sehingga 

memiliki nilai mutu pelayanan B atau kategori kinerja unit pelayanan yang BAIK. Dari hasil 

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja bidang catatan sipil relatif sedikit lebih 

baik dibandingkan dengan kinerja bidang kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada Tahun 2014.Namun secara penilaian kedua unit 

pelayanan tersebut termasuk dalam penilaian kinerja BAIK (Nilai B).  

3. Hasil perhitungan diagram Importance Performance Matrix pelayanan kependudukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah relatif sama. IP matriks menunjukkan bahwa 

unsur-unsur pelayanan yang masuk kategori bagus untuk dipertahankan masih sekitar 28% 

dari seluruh unsur penilaian yaitu: prosedur pelayanan (U1), kejelasan tugas pelayanan(U3), 



kepastian biaya (U11), dan keamanan lingkungan (U14). Sedangkan sepuluh unsur lainnya 

masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kualitas layanannya. 

 

2. Rekomendasi 

1. Secara kesuluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik, 

yang ditunjukkan dari nilai indeks kepuasanan masyarakat. Namun beberapa unsur perlu 

mendapatkan perhatian yaitu terkait dengan kenyamanan lingkungan. Hal tersebut 

disebabkan masih adanya pembangunan gedung, sehingga kedepan seiring dengan selesainya 

pembangunan gedung tersebut maka unsur tersebut secara otomatis akan meningkat. 

2. Selain unsur kenyamanan lingkungan, unsur kepastian jadwal pelayanan dan kedisiplinan 

petugas pelayanan juga perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu perlu dilakukan sistem 

insentif disinsentif yang dapat memotivasi petugas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 
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